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ABSTRAK 
Penerapan prinsip restoratif justice dalam menangani tindak pidana yang 
dilakukan oleh anak secara yuridis formil telah diatur di dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalah 
ini adalah  bagaimana  pengaturan pelaksanaan Restorative Justice  terhadap anak 
sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana implementasi Restorative Justice 
sebagai perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana 
hambatan pelaksanaan Restorative Justice dalam pelaksanaan  peradilan anak di 
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan dalam penerapan 
restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan adalah 
masih sangat terbatasnya baik sarana fisik bangunan tempat pelaksanaan 
restorative justice, maupun non fisik yaitu belum tersedianya tenaga-tenaga 
professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur ketrampilan dan tenaga 
pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan selama dalam penanganan 
proses hukum. 
Kata Kunci: Restoratif justice, Perlindungan,Anak. 

 

RESTORATIVE JUSTICE AS PART OF THE PROTECTION OF 

CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW IN TERMS OF LAW 

NUMBER 11 OF 2012 CONCERNING THE JUVENILE JUSTICE SYSTEM 

 

ABSTRACT 
The application of the principle of restorative justice in dealing with criminal acts 
committed by children in a formal juridical manner has been regulated in Law 
Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The 
formulation of the problem in this is how to regulate restorative justice for 
children as perpetrators of criminal acts, how to apply restorative justice in 
resolving child protection crimes, how are the obstacles in implementing 
restorative justice for child protection crimes. The results of the study indicate 
that the obstacle in implementing restorative justice against children as 
perpetrators of violent crimes is that they are still very limited, both physical 
facilities where the implementation of restorative justice is carried out, and non-
physical facilities, namely the unavailability of professional personnel such as 
doctors, psychologists, skill instructors and educators. in various places where 
children are placed during the handling of the legal process.  
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PENDAHULUAN 

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah 

negara hukum, sehingga dalam penjelasan umum UUD NRI Tahun 1945tentang 

sistem pemerintahan Indonesia dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. 

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat 

di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya 

perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja 

yang bisa melanggar nilai-nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma 

hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan 

pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar. 

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus 

berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan 

bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus 

terhadap tersangka anak dan hal tersebut menunjukan bahwa hukum yang ada di 

Indonesia masih belum cukup berpihak pada anak-anak, sedangkan sebagai 

bagian dari subjek hukum anak-anak mestinya mendapatkan perlindungan 

dikarenakan anak adalah titipan Tuhan dan generasi penerus keluarga, marga, 

suku, bangsa dan negara serta generasi penerus umat manusia. Perlindungan anak 

tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar 

setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan 

pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. 

Perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial 

yang dilakukan oleh anak-anak disebut dengan juvenile delinquency, hal tersebut 

cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, 

karena terlalu keras bila seorang anak yang melakukan tindak pidana dikatakan 

sebagai penjahat. 

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tidak sedikit dari 

pelaku tindak pidana adalah anak. Ketika dilakukan penanganan terhadap anak 
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melalui peradilan pidana layaknya orang dewasa dampak yang dihasilkan tidak 

efektif, bukan efek jera yang timbul melainkan sebagian besar anak yang telah 

melalui proses peradilan pidana malah merasakan trauma yang berkepanjangan. 

Disebabkan karena secara kejiwaan anak berbeda dengan orang dewasa, maka 

konsep peradilan pidana yang memberikan tekanan cukup banyak terhadap pelaku 

tindak pidana tidaklah tepat digunakan pada anak. 

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan 

pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang 

sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa 

sebagai calon penerus generasi bangsa yang masih dalam masa perkembangan 

fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya 

melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang 

melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan 

dalam penjara. 

Pertimbangan-pertimbangan bahwa anak tidaklah sama dengan orang 

dewasa baik secara fisik maupun psikologis, dimana secara kejiwaan anak berada 

pada masa yang rentan. Anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, 

dan kepribadiannya belum stabil, maka demi kepentingan anak yang akan menjadi 

penerus pelaksanaan negara maka sudah selayaknya aparat penegak hukum 

menerapkan penanganan berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa 

yang akan datang yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 

khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa 

kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, dan 

pembuatan pondasi yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, 

kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki 

kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. 

Indonesia adalah negara yang telah meratifikasi dan mengadopsi prinsip-

prinsip dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Right of the Child), 
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berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Dalam 

konvensi ini diatur mengenai beberapa prinsip dasar anak yakni prinsip non 

diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest for children), 

prinsip atas hak hidup, keberlangsungan dan perkembangan serta prinsip atas 

penghargaan terhadap pendapat anak. 

Menururut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif 

disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan 

penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang 

menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan 

perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak 

berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. 

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menjawab perkembangan 

kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak 

diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu 

merumuskan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir 

norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus 

memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan 

masyarakat 

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan 

Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang 

mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi 

sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan 

masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang 

memenuhui rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri 

sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang No.02 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan 

pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh 
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agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari 

penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan 

kembali pada keadaan semula. 

Penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif harus 

memenuhi persyatan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan 

Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, 

sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan 

Keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan. 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan 

menggunakan metode ilmiah. Metode penelitian berisikan uraian tentang metode 

atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode 

penelitian ini berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan 

oprasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan 

populasi dan sampel. 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta 

menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang 

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan 

analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data 

sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini 

agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung 

jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah. Teknik untuk memperoleh data 

yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan studi 

kepustakaan (library research). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-

konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang 
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berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa 

peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain. 

Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen digunakan 

untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, 

mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan mempelajari buku-buku, hasil 

penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penerapan restoratif justice  tindak pidana perlindungan anak. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Anak merupakan aset bangsa bagian generasi muda yang berperan sangat 

strategis dalam kemajuan suatu bangsa. Anak merupakan harapan orang tua, 

harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan 

serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan 

menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Setiap 

anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, mendapat kesempatan yang 

seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, 

mental maupun sosial. Masa kanak- 

kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri 

seorang manusia dalam meniti kehidupan. 

 Filosofi anak merupakan generasi muda, salah satu sumber daya manusia 

yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan datang, 

yang memiliki peran strategi serta mempunyai cirri atau sifat khusus, pembinaan 

dan perlindungan yang khusus pula. Menurut Kartini Kartono, anak adalah 

keadaan manusia normal yang masih muda usia dan jiwanya, sehingga sangat 

mudah terpengaruh lingkungannya. Menurut Shanty Dellyana, anak adalah 

mereka yang belum dewasa dan yang menjadi belum dewasa kerena peraturan 

tertentu (akibat mental) yang masih belum dewasa). 

Pengertian anak berdasarkan peraturan perundang-undang berbeda-beda 

akibat adanya perbedaan batasan usia dalam peraturan perundangan-undangan itu 

sendiri. Pengertian anak jika di tinjau dari segi usia kronologis menurut hukum 

dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu, dan keperluan apa yang juga akan 
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mempengaruhi dalam menentukan batasan umur anak. Pengertian anak dilihat 

dari peraturan perundang- undangan saat ini. 

Indonesia menjamin hak asasi setiap warga negaranya dalam konstitusi, 

termasuk jaminan dan perlindungan atas hak anak sebagai bagian dari hak asasi 

manusia. Sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on 

the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap 

anak, Indonesia juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan 

anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak 

yang berhadapan dengan hukum. Sistem ini dibangun di atas landasan peraturan 

perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak. 

Lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak memberi peneguhan terkait dengan perlindungan terhadap anak di 

Indonesia. Undang-undang inilah yang memperkenalkan konsep diversi yang 

bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan masyarakat pada umumnya 

sebagai sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan 

pidana ke proses di luar peradilan pidana demi mewujudkan keadilan restoratif 

(restoratif justice). 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini bertujuan agar dapat 

terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Pengadilan Anak 

dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan 

belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang 

berhadapan dengan hukum. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak, mengatur mengenai bentuk perlindungan hak anak di dalam proses 

peradilan, dimana dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana berhak untuk 
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mendapatkan hak-haknya, sesuai dengan yang tertulis di dalam Pasal 3, Pasal 4 

ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3). 

Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 juga menjelaskan 

bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi. Fungsi 

Peradilan Anak pada umumnya tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu 

menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan 

kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus yang 

menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin 

pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus 

diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu 

keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu 

tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya.  

Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang 

dilanggar, oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah 

penegak hukum. Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang 

berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari 

hal tersebut maka dalam pelaksanaanya, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-

pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan 

tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. 

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi pelindungan 

terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan 

di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses 

peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib 

dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. 

Penyidik yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Pengadilan Anak harus dipandang sama sebagaimana layaknya  status dan 

fungsi seorang penyidik yang ditetapkan oleh KUHAP. Ditentukan bahwa 

penyidik adalah seorang anggota polisi yang berpangkat kapten dan atau seorang 

petugas yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan 

pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan ini 
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meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, 

penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan 

penangkapan, penahanan. Pada saat melakukan penyidikan anak, hal tersebut 

diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita, dan dalam beberapa hal, jika perlu 

dengan bantuan polisi pria. Penyidik anak juga harus mempunyai pengetahuan 

seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, juga harus menyintai 

anak dan berdedikasi, dalam menyilami jiwa anak dan mengerti kemauan anak. 

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan sanksi 

yang tergas terhadap penyidik, apabila kewajiban ini dilanggar, dan tidak 

mengatur akibat hukum terhadap hasil penyidikan, hal ini mempengaruhi kualitas 

kerja pihak penyidik dan sangat berpengaruh terhadap perlindungan anak. Anak 

dapat menjadi korban dari ketidaktegasan Undang-Undang Sistem Peradilan 

Pidana Anak dan dapat mengakibatkan kerugian fisik, mental, dan sosial anak 

karena dapat menghambat perkembangan fisik, mental dan sosial anak tersebut 

dalam pergaulan hidupnya  

Kedudukan jaksa  dalam menjalankan tugas dalam perkara anak wajib 

dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan dan melakukan penahanan 

terhadap anak sebagai penahanan lanjutan selama 10 hari dan dapat diperpanjang 

menjadi 15 hari. Dalam jangka waktu 25 hari dakwaan penuntut umum terhadap 

anak yang melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pelanggaran sudah 

dilimpakan kepada Pengadilan Anak. 

Jaksa penuntut umum dianjurkan untuk mengenal dasar psikologi anak 

pada berbagai usia atau jenjang umur dari batas bawah 0 tahun sampai batas atas 

18 tahun. Dimana dalam usia anak yang terkategori belum dewasa perlu mendapat 

ketetapan hukum yang dapat melindungi hak anak dalam hubungan dengan 

penuntutan.  

Tindakan untuk memberikan  perlindungan terhadap anak sebagai 

terdakwa dilakukan oleh jaksa berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh 

hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1959 tentang 

bagaimana memperlakukan sistem pengadilan anak yang sebenarnya. Dalam hal 

jaksa melakukan tugas penuntutan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (7), 
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Pasal 14, Pasal 110 ayat (3), Pasal 138 KUHAP sebagai pedoman pelaksanaan 

penuntutan dan pra penuntutan, juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan 

penuntutan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1959, 

khususnya tentang sikap dan cara jaksa dalam melakukan tugas penuntutan 

terhadap seorang anak yang menjadi tersangka.  

Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan sebagai 

pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap zamannya 

mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan bangsa dalam 

mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang 

Dasar 1945. 

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam Wagiati 

Soetodjo  penggunaan istilah “ Juvenile Delinquency “ adalah setiap perbuatan 

atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang 

merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat 

membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan. 

Istilah yang lazim, perkataan “Juvenile“ sering dipergunakan sebagai 

istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran dalam 

pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan aparat penegak 

hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan kebijakan pidana pada 

proses peradilan anak. Dari yang pertama ini hanya dimaksudkan untuk 

membedakan antara pelaku pidana yang masih anak-anak (non adult offender) 

dengan pelaku tindak pidana yang sudah dewasa (adult offender). Kemudian 

pengertian yang kedua adalah pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya 

didasarkan pada kondisi psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun 

sering disebut sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua 

orang dapat menerimanya, karena pengertian “juvenile“ terlalu umum dan 

mencakup semua orang yang masih muda usianya. 

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiati Soetodjo  bahwa yang dikatakan 

juvenile delinquency adalah  prilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-

anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara  sosial pada anak-anak dan 

remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu 
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mengembangkan bentuk pengabaian tingkat laku yang menyimpang. Romli 

Atmasasmita dalam Wagiati Soetojdo mengatakan bahwa  tindak pidana anak-

anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang dianggap bertentangan 

dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara, yang oleh masyarakat 

dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela. 

 Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang mengandung unsur-

unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum, 

minimal perbuatan tersebut dapat mengganggu ketentraman orang lain atau 

masyarakat sekitarnya. 

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita 

perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam 

berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak dihadapkan pada permasalahan 

dan tantangan baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat 

mempengaruhi tingkah laku dan prilaku anak. 

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah membawa 

perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang tentunya 

berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau 

tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam 

pengembangan sikap, prilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, 

wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat 

dan lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya. 

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu 

dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak telah 

dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, 

dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi prilakunya. 

Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan dari orang tua dan masyarakat 

sekelilingnya. 

Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan anak, 

mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir tidak ada 

persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak tahu apa yang 

dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang kegiatan orang tuannya. 
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Dengan demikian diperlukan suatu fundamental yang terarah guna menciptakan 

harmunisasi dalam kehidupan berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang 

berpotensi. Orang tua harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat 

penting bagi sense of belonging seorang anak, kode moral yang diterapkan 

dirumah sebainya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah 

maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan tidak 

mencari kebenaran menurut caranya sendiri. 

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup 

manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi 

Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa 

negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena 

itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi 

kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu 

ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi 

anak.  

Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif perkembangan 

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup 

sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam 

kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan 

oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.  

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang mengapa 

perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong perbuatan itu dilakukan 

sering juga disebut sebagai motivasi dimana didalamnya mengandung unsur niat, 

hasrat, kehendak, dorongan kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan 

dengan lahirnya perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang 
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dilakukan oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang 

melakukan perbuatan pidana. 

KESIMPULAN 

Pengaturan hukum restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku tindak 

pidana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Hakim tidak memberikan restorative justice dengan 

melaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan 

terlihat dalam putusan hakim dimana hakim hanya mengacu pada pasal-pasal 

pelaksanaan diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, PERMA Nomor 4 Tahun 

2014 dan KUHP.  

Penerapan restoratif justice  dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap 

anak sebagai pelaku tindak pidana adalah memfokuskan kepada kebutuhan dari 

pada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, 

dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan 

pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku 

kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, 

dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan anak. 

Hambatan dalam penerapan restoratif justice terhadap anak sebagai pelaku 

tindak pidana kekerasan adalah masih sangat terbatasnya baik sarana fisik 

bangunan tempat pelaksanaan restorative justice, maupun non fisik yaitu belum 

tersedianya tenaga-tenaga professional seperti dokter, psikolog, tenaga instruktur 

ketrampilan dan tenaga pendidik di berbagai tempat dimana anak di tempatkan 

selama dalam penanganan proses hukum.  
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